'BUPATI LAMPUN G TIMUR

Menimbang‘ :a. bahwa tugds utama Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

Mehgingat

PFRATURAN DAI‘RAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 26 TAHUN : 2000

'I ENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG IMUR

adalah Punyclcng_,g,axa dan Penanggungjawab  ulama

Femerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka
menyelenggarakan Urusan Pemerintah Desa, Urusan Pemerintah

Daerah dan Urusan Pemcrmtahan umum  termasuk Pcmbmaan

Letentr aman dan Ketemban

b. bahwa scbagal upaya untuk menjamin .serta_ meningkatkan
kelaﬁgsungan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelaksanaan

'Pemerihtahaﬁ di Desa, maka diperlukan adanya Kerjasama dan

mencegah kemungkinan tetjadinya perselisihan;

¢. bahwa untuk memenuhi kehendak dari ‘Ketentuan Pasal 65 s.d 67
Kepﬁtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturah Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung ( Lembarén Negara Tahun 1964 Nomor 95,

* Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 );

2. Und_ang‘-Unda-ng Nom01 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabuvaten. Daerah :_’Tingkat II Way Kanan, Kabupaten ‘Daerah
' Tihgkat' I Lampung Timur dan Kotamadya Daérah Tingkat Il Metro
-( Lembaran »Negata Tahun 1999 Nomor 46, Tambvahan Lembéran

Negara Nomor 3825 );



3.

5.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Neger: dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ientang

Pemerintahan Desa ;

Feputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengawran Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETIUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Gubernur adalah Gubernur Lampung

b. Bupati adalah Bupati Lampung Timur

c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur

d. Kecamatan adalah Wiayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

menguras kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adai istiadat

setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah

Kabupaten.

e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat



i

h.

[}

setempat vang diakui delam Sistem Pemerintahan Nas.onal dan berada di Daerah

Kabupaten.

.
Kerjasama adalah suatu usaha antar Desa vany mengandung unsur timbal balik saline

J R % tar) fat] gl
menguntungkan  dalary  Penyelenggarian  Pemerintah,  Pembangunan  dan

Kemasyarakatan di tingl at Desa.

Perselisihan  adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakal di tingkat

Desa.

Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Pevmusyawarahan
Permrfakatan vang burfungst mengayomi adai istiadat, membuat Peraturan Desa,
menampung dan menyalurkan  asprrast masvarakat, serta meclakukan pengawasan

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BABII
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Antar Desa denat dilakukan antar Desa dalasm satu Wilavah Kecasaatan, atau

Desa dalam satu Kabupaten atau dva atau Iebih Wilayah Kecamatan, antar Desa dalam satu

Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua ciau

lebih Desa dalam objek k-.rjasamanya meliputi urusan Bidang Pemerintahan, Pembangunan

dan Kemas yarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun vang menguntungkan bagi

masyarakat Desa yang bersangkutan.

PELAKSANA KERJASAMA

Pasal 4

(1) Kernjasama antar Desa schagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 ditetapkan  dengan

Keputusan bersam: yang ditandatangani olch Kepala Desa yang bersangkutan dan

dibuat masing-masing vang bersangkutan diketahui Camat.



(2) Untuk Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat

dibentuk Badan Kerjasama.

.
(3) Keputusan bersama sebagaimaua dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meruat Ketentuan

tentarg hal sebagaimana berikut :

a. Ruang lingkuyp, bidang yvang dikerjasamalan

b. Susunan Perscnalia

¢. Tata cara pelaksanaannya.

d. Pembiayaan

e. Jangka Waktu

f. Lain — lait: yang dianggap perlu.

(4) Keputusar. bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini raulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan olch Desa-Desa yang melakukan

kerjasama.

(5) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan den pencabutan Keputusan bersama harus
disetujui oleh pihak vang melakukan atau dari para Kepala Desa yang melakukan
Kerjasama.

(6) Bila tidak tercapai kata sepakat mengenar perubahan, penundaan dan pencabutan
Keputusan bersama scbagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka Camai yang
bersanglkutan dapat niengambil Keputusan, apabila Camat yang beisangkutan tidak

dapat mengambil Keputusan, maka Bupati bertindak mengambil Keputusan.

BIAYA PELAKSANAAN
Pasal 5

Biaya Pelaksanaan Keg'atan Antar desa dibebankan kepada rnasirg-masing desa yang

bersangkutan.

Pasal 6
Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna Pelaksanaan Kegiatan
Kerjasama Antar Desa, Camat vang bersangkutan wajb tiemberikan petunjuk, bimbingan

dan pengawasannya.



PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa, maka
P¢jabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam Penyelesaian
Persclisthan Antar Desa adalah :

a. Camat untuk persclisihan antar esa dalam suate Wilayah Kecamatan

b. Bupati unfuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam suatu wilayah

Kecamatan

(¢}

. Untuk persclisihan antar Desa dengan Desa yang tidak fermasuk dalam suaru Wilayah
Kabupaten, Bupati menyerahkan kepada Gubernur.
d. Untuk perselisthan antar Desa dengan Desa vang tidak termasuk dalam satu Wilayah

Propinsi, Gubernur men;erahkan kepada Mentart Dalam Negeri

Pasal 8

Penyelesatan perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan
secara musyawarah / muafakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang
ditandatangan: oleh masmng-masing Kepala Desa yang berselisih dan disaksikan oleh

Pejabat diatasnya.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: Peraturan Daerali ini menjadi Pedoman

bagi Pemerintah Desa dalam mengadakan Kerfasama Antar Desa.

Pasal 1¢

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur rentang

Kerjasama antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain vang bertentangan dengan Peraturan

Q

Daerah ini dinvatakan tidak berlaku.



Pasat i1

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dazeran ini akan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati sepanjarg mengenai pelaksanaanuya.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatanny t dalam Lembarar Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
» Pada tanggal 31 Oktober 2000

L ¥ % BUFATI LAMPUNG TIMUR

ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui nleh : DPRD Kabupaten Lampuig Timur

Dengan : Surat Keputusan Nomor . 170/ 33/ X/ SK/DPRD - LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tangeal : 07 November 2000

SE kRETARlS, DAE {\F1 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
e s JPELAKSANA TUGAS
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 2° TAHUN : 2000

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam menringkatkan Kemajuan dan Kemakmuran Desa disegala segi, termasuk
dalam upava Pemingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemeriniahan, Pembangonan dan
Kemasyarakatan, maka diperlukan Kerjasama yang memadai antara Desa-Desa atau
lIebih, baik dalam satu Wilayah Kecamatan atau antar Desa yang tidak berada dalam
satu Wilayah Kecamatan tetapi dalam satu Kabupaten atau antara Desa tidak dalam satu

Kabupaten.

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 s.d Pasal 111
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 63 s.d Pasal 67 Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan
mengenat Desa, maka perlu diatur Kerjasamma Antar Desa dalam bentuk Peraturan

Daerah Kabupaten.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 12 : Cukup Jelas.



